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Nama    : Rezky Ayu Wulandari 
Nim    : 10400116042 
Judul Skripsi  : Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan    
   Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di    
  Kabupaten Gowa (Studi Pada Polres Gowa). 
  
 Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian dalam upaya mencegah dan 
menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gowa. Maraknya tindak 
kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu kekerasan 
seksual yang banyak terjadi pada anak di bawah umur di buktikan dari data yang saya dapatkan 
pada Kepolisian Resort Gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Anak 
adalah makhluk kecil yang masih bergantung pada orang dewasa untuk selalu dibimbing dan 
dilindungi ini sering menjadi target dari kejahatan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan 
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran kepolisian dalam upaya mencegah dan 
menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. (2) Apa yang menjadi faktor penghambat 
kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. 
 Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penilitian empiris yang merupakan 
salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa perkataan dari para pihak 
atau orang-orang yang dapat diamati kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan 
literatur dan buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan karya tulis lainnya. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam Upaya Mencegah dan 
Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pihak kepolisian lebih tegas memberikan 
efek jera terhadap pelaku  dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman 
lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak 
cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian yaitu tindakan Preventif dan tindakan 
Respresif. (2) Faktor-faktor penghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan 
seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana kebanyakan anak dibawah umur 
menyalahgunakan fungsi dari media sosial tersebut, sehingga anak  dapat di perdaya dengan 
segala tipu muslihat dan mengalami kekerasan seksual. Dan kurangnya edukasi dini dari orang 
tua. 
 Adapun implikasi penelitian dalam penulisan ini adalah hendaknya aparat pemerintah 
yang dalam hal ini adalah kepolisian yang menangani langsung tentang permasalahan hukum 
perlu lebih meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil 
yang maksimal. Dan kepolisian juga harus terus membina masyarakat tentang pentingnya 
perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban ataupun pelaku dari tindak kekerasan 
seksual. 
 












Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ha (dengan titk di ح
 
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش












 Dad ḍ de (dengan titik di ض
 
bawah) 
 Ta ṭ te (dengan titik di ط
 
bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titk di ظ
 
bawah) 
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika 








Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا
 Kasrah I I اِِ
 ḍammah U U ا
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 









































Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 























a dan garis di atas 
 kasrah danyā‟ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas وى
4. Tā’ Marbūṭah 
 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 
[h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah 










5. Syaddah (Tasydid) 
 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
 
sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ىber-tasydid di akhir 
 
sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ىىّ  
maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
),maka ia ditransliterasikan seperti huruf 
 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 
al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 
dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
 
Aturan  transliterasi  huruf  hamzah  menjadi  apostrop  (   )  hanya  berlaku  bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan kata Bahasa Arab yang Lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
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transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah ( الله ) 
 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 
10. Huruf Kapital 
 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 
berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 
misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan 
huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam 





A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, hal 
ini secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945. 
Negara hukum bertujuan agar hukum ditegakkan tanpa pengecualian, artinya 
segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan 
harus didasarkan oleh hukum yang berlaku, dan setiap warga negara juga 
mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum. 
Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-
aturan hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan 
agama. Misalnya penerapan aturan di lingkungan keluarga terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata 
laksana dalam suatu perkawinan yang sah. Keluarga diartikan sebagai kesatuan 
masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
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Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa 
harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak 
sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kebebasan anak 
dilindungi oleh Negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan 
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 Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan 
dan diskriminasi juga penelantaran.
3
 
Perlindungan terhadap anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak 
yaitu kedua orang tua, keluarga, masyarakat dan juga Negara. Perlindungan ini 
dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang 
diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi 
psikologis atau mental dari anak, terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya 
bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya 
perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.
4
 
Peran dari suatu Negara terutama bagi masyarakat sekelilingnya sangatlah 
berpengaruh dalam tumbuh kembang si anak. Lingkungan yang baik dan didikan 
yang baik serta menanamkan nilai positif sejak dini dapat memberikan dampak 
yang positif begitu juga sebaliknya lingkungan yang tidak baik dan didikan yang 
tidak baik dapat memberikan dampak negatif pula. 
Maraknya tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat salah satunya 
yang membuat miris yaitu banyaknya terjadi pada anak-anak yang masih dibawah 
umur. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan 
dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi 
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Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak  (Bandung : Mandar Maju, 2009) Hlm.1. 
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terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia. Artinya, tidak dari kalangan 
orang dewasa saja namun pelakunya juga seorang anak yang kerap terjadi. Ini 
kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang 
kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada 
usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar 
mereka tau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan 
mana yang tidak diperbolehkan. 
Pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan anak tentunya sangat 
mengkhawatirkan karena apabila anak sebagai generasi muda telah teracuni 
pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda masa 
depan bangsa akan menurun.
5
 Seperti maraknya permasalahan kekerasan tindak 
pidana terhadap anak yang sering kali terjadi khususnya pada kasus kekerasan 
seksual pada anak. 
 Di zaman seperti sekarang ini kekerasan seksual pun bisa terjadi dimana 
saja, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat ibadah. 
Salah satu contohnya yaitu seperti pencabulan, perzinahan, persetubuhan, dan 
pemerkosaan yang sangat meresahkan masyarakat serta sangat merugikan anak-
anak. 
Seperti yang kitac ketahui di Kota Makassar, khususnya di Kabupaten 
Gowa, kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur belakangan ini semakin 
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meningkat setiap tahunnya dimana pelaku kekerasan tersebut merupakan orang 
terdekat dari korban. 
Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja 
namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan 
psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual 
haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan 
seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak 




Kekerasan seksual merupakan persoalan yang paling membingungkan dan 
menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat mempengaruhi kehidupan 
manusia  Ada pendapat yang menyatakan “separuh dari dunia ini telah dikuasai 
oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan 
orang baik” maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena 
kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari.
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Berdasarkan uraian diatas, maka negara perlu membuat regulasi/aturan 
yang memberikan efek jera serta bersifat preventif terhadap pelaku kekerasan 
seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas 
tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, misalnya dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu : 
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Pasal 81 Ayat 1  
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, dipidana denga  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 
(Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (Enam puluh 
juta rupiah)”  
Pasal 81 Ayat 2  
“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain”.  
Karena kekerasan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan 
dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap 
anak haruslah dijatuhi hukuman terberat, seperti halnya yang diatur didalam 
Perppu No.1 Tahun 2016 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 (Pasal 82 dan pasal 
84), yaitu : 
Pasal 82 berbunyi  
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, 
pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-
sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 
Pasal 84 berbunyi  
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E 
menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka 
berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi 
reproduksi dan nakorba meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari anacaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
8
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Begitu banyak dan sangat bervariasi persoalan hukum yang harus 
diselesaikan di negara ini, seperti halnya kasus yang diangkat oleh saya agar cita-
cita negara hukum dapat diwujudkan.
9
 
Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang 
bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan kemanan 
masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam 
mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul 
kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui 
upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat. 
Dari uraian diatas upaya penyidik dan jajaran kepolisian dalam mencegah 
dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak sangat penting, maka dari itu 
saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam 
Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap AnakDi 
Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Adapun yang menjadi fokus pada penelitian saya, yaitu sebagai berikut : 
Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan 
Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa). 
 Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penulisan ini, maka 
penulis memberikan deskriktif terhadap beberapa kata, diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
                                                             
 
9
Jumadi, Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan  
Hukum.http:/journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3665/5491, Diakses 
Pada Tanggal 06 Agustus 2020. 
7 
 
1. Peran Kepolisian 
Kepolisian merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, didalam 
bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak 
pidana sebagaimana di atur dalam KUHAP, Pasal 16 Undang – Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. 
2. Mencegah dan enanggulangi 
Mencegah  menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah 
Menahan agar sesuatu tidak terjadi. 
Sedangkan Menanggulangi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia)  memiliki 2 arti, yaitu : menghadapi dan mengatasi. 
3. Kekerasan Seksual 
Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap 
orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam. Pengertian 
kekerasan secara luas terdapat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: 
“Membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan”   
 
Seksual dari sudut pandang biologis sendiri ialah berkaitan dengan organ 
dan alat kelamin. Seksual dari sudut pandang psikologis ialah berkaitan dengan 
bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual. Seksual dari sudut 




Jadi kekerasan seksual itu sendiri ialah suatu tindakan yang mengarah 
pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan yang diajukan 
untuk orang dewasa yang melakukan hubungan seksual terhadap anak. 
4. Anak 
Di Indonesia sendiri terdapat banyak pengertian tentang anak, baik 
menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut pakar ahli. Akan 
tetapi dari sekian banyak pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian 
anak itu sendiri. Karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing 
Undang-Undang maupun para Ahli. 
Pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih 
kecil ataupun manusia yang belum dewasa. 
Sedangkan menurut R A Kosnan “Anak adalah manusia muda yang muda 
umur dan jiwanya karena mudah terpengaruh dengan keadaan setitarnya”  Oleh 
karena itu anak masih perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan pokok, yaitu : 
1. Bagaimana peranan kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi 
kekerasan seksual terhadap anak? 
2. Apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam upaya mencegah 
dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak? 
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D.  Kajian Pustaka 
 Skripsi ini berjudul Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan 
Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Studi 
Pada Polres Gowa). Adapun beberapa referensi yang berkaitan dengan 
pembahasan yakni : 
1. Ismantoro Dwi Yuwono, dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Hukum 
Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”  Dalam buku ini memiliki 
kelebihan dari buku lain yang digunakan oleh oenulis sebagai referensi 
karena buku ini lebih menjelaskan spesifik terkait permasalahan seksual 
terhadap anak disertai dengan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi pada 
anak.  
2. Ende Hasbi Nassarudin, dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi” 
Dalam buku ini lebih menjelaskan mengenai bentuk kejahatan dan melihat 
dari sisi kejiwaan (psikologis) dari seseorang yang melakukan tindak pidana 
kejahatan. Saya menggunakan buku ini sebagai referensi dikarenakan dalam 
buku ini memfokuskan terkait dengan kejahatan dan melatarbelakangi 
seseorang melakukan kejahatan. 
3. H.R. Abdussalam dan Abi Desaasfuryanto, dalam bukunya yang berjudul 
“Hukum Perlindungan Anak”  Buku ini membahas tentang kedudukan anak 
dimata hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. 
4. Andika Wijaya, dalam bukunya yang berjudul “Darurat Kejahatan Seksual”  
Buku yang satu ini lebih menganalisis terkait dengan kondisi sekarang yang 
dimana telah banyak terjadi kejahatan seksual terhadap perempuan dan 
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anak. Buku ini mengangkat banyak kasus terkait dengan kejahatan seksual 
terhadap anak. 
5. Rahman Syamsuddin, dalam bukunya yang berjudul “Merajut Hukum di 
Indonesia”  Dalam buku ini membahas terkait masalah hukum yang ada di 
Indonesia dan menguak sisi lain dari hukum yang diterpkan di Indonesia. 
Perbedaan buku ini dengan skripsi saya ialah buku ini memberikan 
gambaran hukum secara umum, sedangkan skripsi saya lebih kearah 
perbuatan persetubuhan yang obyeknya adalah anak. 
6. Hamzah Hasan, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Islam 1”  
Dalam buku ini lebih memfokuskan sanksi pidana dari sisi hukum islam, 
yang dimana dalam skripsi ini saya gunakan sebagai referensi untuk 
membandingkan antara hukum pidana umum dan hukum pidana islam. 
7. Zainal Abidin, dalam jurnalnya yang berjudul “Kejahatan Seksual” Jurnal 
ini memiliki beberapa kelebihan dari referensi buku yang saya gunakan, 
karena dalam jurnal ini menjelaskan lebih spesifik terkait permasalahan 
seksual. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang akan 
dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah : 
a. Untuk mengetahui peran kepolisan dalam upaya mencegah dan menanggulangi 
kekerasan seksual terhadap anak. 
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b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh kepolisian dalam upaya 
mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. 
2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini 
ialah : 
a. Menjadi bahan masukan untuk masyarakat dalam mencegah dan 
menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.  
b. Sebagai referensi atau acuan untuk mahasiswa hukum khususnya mahasiswa(i) 
hukum pidana dalam rangka penelitian dan penulisan berikutnya. 




















A. Pengertian Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem 
peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi 
masalah kejahatan. Karena pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri 
dari unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya
10
. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan 
kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.
11
 Menurut Romli 
Atmasasmita, antara lain : 
1. Pendekatan normatif yang memandang ke empat aparatur (Kepolisian 
kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi 
pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat 
aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 
penegakan hukum semata-mata. 
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat 
aparatur penegak hukum (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki 
mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang 
bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang bersifat vertikal 
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sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. 
Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. 
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum 
(Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 
masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan 
atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut 




 Ketiga bentuk pendekatan tersebut berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan 
satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling 
mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi 
kejahatan. Tujuh akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan 
adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada 
masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah 
sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum 
di penjara atau lembaga pemasyarakatan. 
 Untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam 
hal penggunaan sarana, yaitu sistem peradilan pidana (penal)/tidakan respresif 
yaitu setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal) tindakan preventif yaitu 
mencegah sebelum terjadinya kejahatan.
13
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 Penanggulangan suatu kejahatan pada dasarnya merupakan integral dari 
perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari 
penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau 
menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu : 
1. Kebijakan pidana dengan sarana penal 
Sarana penal adalah penanggulamgan kejahatan dengan menggunakan 
hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : 
a. Perbuatan apa yang sebenarnya dijadikan tindak pidana. 
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan untuk dikenakan pada pelanggar. 
2. Kebijakan pidana dengan sarana non penal 
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 
meliputi penggunaan sarana sosial untuk mempebaiki kondisi-kondisi sosial 




 Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana penal dan non penal, 
dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan 
keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya.  
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian  
1. Pengertian Kepolisian  
 Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara 
Republik Indonesia terdapat beberapa rumusan mengenai definisi dari 
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berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian 
kepolisian. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002, 
pengertian kepolisian adalah sebagai berikut : 
a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
b. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik 
indonesia. 
c. Pejabat Kepolisian adalah anggota kepolisian negara republik indonesia 
yang berdasarkan undang-undang memeiliki wewenang umum kepolisian. 
d. Peran kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian 
negara republik indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan 
menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 
pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang 
ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, 
serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta 
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, 
mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan 
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 2. Fungsi Kepolisian 
 Fungsi kepolisian terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 
2002 yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi  pemerintah 
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan  kepada masyarakat”  
 Pengertian kepolisian berdasarkan fungsi tersebut ialah sebagai salah satu 
fungsi negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan huku, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. 
Sedangkan pengertian kepolisian sebagai suatu lembaga adalah organ pemerintah 
yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan 
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita 




Menurut Sadjijono, istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung 
 pengertian yang berbeda  Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau 
 lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah 
 “Kepolisian”adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni satu 
 lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi 
 negara.Sedangkan fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung 
 jawablembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan 
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 fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
 hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.
17
 
 Dalam terlaksananya fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara 
Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah 
negara indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan 
tugas kepolisian, sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah republik 
indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian Pada Pasal 4 
ayat (1) dan Pasal 7. 
 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian  
 Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, maka 
polisi wajib mengetahui beberapa asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, adapun asas-asas  hukum  yang 
digunakan ialah sebagai berikut : 
a. Asas legalitas, dalam melaksakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib 
tunduk pada hukum. 
b. Asas kewajiban, kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam 
masyarakat yang bersifat dekresi, karena belum diatur dalam hukum. 
c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan negara polisi mengkordinasikan 
pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan 
masyarat. 
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d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada 
penindakan (represif) kepada masyarakat.
18
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai aparat 
 kepolisian, masing-masing dari polisi menjalankan tugasnya sesuai dengan 
 ketentuan yang telah ditetapkan oleh atasan. Selanjutnya, kepala 
 kepolisian  mempertanggungjawabkan kepada presiden republik indonesia. 
Berkaitan dengan penegakan hukum, peran kepolisian melakukan 
 penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 
 hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah 
 satunya yang menjadi tanggung jawab kepolisian yaitu menanggulangi 
 kekerasan terhadap anak. 
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan 
 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas 
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjelaskan 
bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, 
termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum.
19
 
 Kemudian, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Jawabanya 
ialah Kekerasan Seksual yaitu perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan 
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seksual baik secara tidak wajar, tidak disukai, maupun untuk tujuan komersial dan 
tujuan tertentu.Kekerasan seksual sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu: 
1. Familia Abuse 
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki 
hubungan darah atau bagian dari keluarga inti seperti orang tua pengganti atau 
kekasih. 
2. Extrafamilia Abuse 
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan keluarga. 
Kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa disebut pedophile yang menjadi 
korban utamanya yaitu anak-anak.
20
 
Menurut Arif Gosita, pemerkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk 
perilaku, antara lain : 
a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas usia (objek), sedangkan 
ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 
b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak 
adapersetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan 
pelaku. 
c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 
dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita. Dalam 
kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan 
kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik.
21
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 Perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan 
sebagai objek dari suatu kekerasan seksual karena perempuan identik dengan 
kelemahan, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat 
yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan ancaman kekerasan. 
Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah 
sebagai berikut :  
a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini 
memerlukan syarat akibat ketidak berdayaan korban. Ada causal verband 
antara kekerasan dengan ketidak berdayaan korban.  
b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan 
merupakan cara melakukan perbuatan. 
22
 
 Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang 
berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 
pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan 
secara sempurna. (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak 
berdaya secara psikis, berupa rasa takut, dan rasa cemas. Sedangkan aspek 
subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) 
bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang bersetubuh 
dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. 
 Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang 
perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap anak ditujukan pembelaan 
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hukum (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-
pasal sebagai berikut : 
1. Masalah persetubuhan diatur dalam pasal 285, 287, 288, 289, dan pasal 291. 
2. Pencabulan diatur dalam pasal 289, 292, 293, 295 dan pasal 29823. 
 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, memberi 
perlindungan khusus bagi anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini 
tindak kekerasan seksual.  
 Adapun bentuk-bentuk dan jenis-jenis kekerasan, antara lain : 
a. Bentuk-bentuk kekerasan  
Bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang 
dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok Jach D.Douglas dan Franches 
Chaput Waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan, yaitu : 
1. Kekerasan Terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat dari luar, akibat dari 
perkelahian. 
2. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara 
langsung, seperti perilaku ancaman. 
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk 
perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti jabatan. 
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4. Kekerasan Defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan 




b. Jenis-Jenis Kekerasan 
1. Kekerasan Fisik 
Kekerasan fisik adalah tindakan secara fisik menyakiti orang yang menjadi 
sasaran. Kekerasan fisik yang dimaksud seperti menampar, memukul dengan alat, 
menarik rambut, membantik, mencekik leher, menginjak, dan mendorong. 
2. Kekerasan seksual 
 Kekerasan seksual adalah penyerangan yang bersifat seksual terhadap 
perempuan, baik tekah terjadi persetubuhan atau tidak tanpa memperdulikan 
hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual tidak terbatas pada 
pemerkosaan atau pemaksaan hubungan sentuhan saja, tetapi juga berbagai jenis 
perilaku yang tidak diinginkan oleh korbannya dan bersifat seksual, dan tidak 
terbatas juga pada penetrasi alat kelamin laki-laki kealat kelamin perempuan. 
Tetapi mencakup juga penggunaan alat atau benda untuk menimbulkan 
penderitaan pada alat kelamon korban dan bagian tubuh lainnya. Ada juga 
beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak, antara lain : Pemerkosaan, 
Sodomi, Oral Seks, Seksual Gesture, Seksual Remark, Pelecehan Seksual, dan 
Sunat Klitoris pada anak perempuan. 
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3. Kekerasan Psikologi 
 Kekerasan psikologi dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan 
secara fisik. Jenis kekerasan psikologi adalah bentakan, makian, penghinaan, 
sikap merendahkan diri, ancaman untuk menimbulkan rasa takut, larangan untuk 
berhubungan dengan orang lain, atau bentuk-bentuk pembatasan bergerak lain. 
 Kekerasan psikologi lebih menyakitkan dikarenakan dapat merusak 




 Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar 
mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Dalam 
Undang-Undang Perlindungan anak menegaskan agar setiap anak berhak 
memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin 
banyaknya tindak kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan anak-anak yang 
mudah diancam, dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan 
kekerasan seksual. Mengingat juga anak-anak tidak mampu untuk melawan atau 
menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya. 
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana  
 Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang, 
selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. 
Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem. Sebagai bentuk masalah 
sosial bahkan masalah kemanusiaan, maka kejahatan perlu segera 
ditanggulangi.  
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 Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan 
kriminal menurut Marc Ancel, adalah suatu usaha yang rasional dari 
masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, kebijakan 
kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu : 
1. Upaya penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang 
lebih menitikberatkan upaya-upaya yang sifatnya repressive 
(Penindasan/pemberantasan/penumpasan) Sesudah kejahatan 
terjadi. 
2. Upaya non-penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan 
yang lebih menitikberatkanpada upaya-upaya yang sifatnya 
preventif (Pencegahan/Penangkalan/Pengendalian) sebelum 
kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah 
menangani kondusif penyebab terjadinya kejahatan.  
 G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan 
kejahatan sebagai berikut : 
a. Penerapan hukum pidana 
b. Pencegahan tanpa pidana 
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat media massa.
26
 
 Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal diatas, penerapan hukum 
pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan 
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kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang 
baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, 




 Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan 
kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, 




 Dalam hal ini sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai 
upaya penanggulangan kejahatan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan 




 Pendidikan hukum itu mengandung aspek preventif dan respresif, dimana 
bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan dapat dikendalikan 
dan dididik agar tidak lagi terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang 
merugikan diri sendiri dan orang lain. 
 Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana yang idealnya 
merupakan sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya 
penanggulangan secara respresif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi 
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terhadap terjadinya suatu delik. Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama 
dalam upaya respresif dalam menanggulangi kejahatan seksual
30
. 
 Upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mengetahui penyebab 
dari kejahatan tersebut kemudian berikhtiar menghilangkan faktor-faktor yang 
menjadi akibat dari kejahatan tersebut. Meskipun tidak mudah, tetapi upaya 
penanggulangan sebaiknya terus dilakukan. 
E. Tinjauan Umum Tentang Anak 
1. Pengertian Anak 
 Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah amanah dari karunia Tuhan yang maha 
esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 
Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa.
31
 
Adapun pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan, antara lain : 
a) Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
Tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan. 
b) Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan prang 
yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan 
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tidak dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 
Tahun dan belum menikah.
32
 
c) Menurut pasal 45 KUHPidana, anak adalah mereka yang umurnya belum 
mencapai 16 Tahun. 
d)  Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun. 
e) Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Menjelaskan anak adalah seseorang yang telah 
berumur 12 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun.
33
 
Sedangkan Pengertian anak menurut para ahli, yakni sebagai berikut : 
 Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa” dalam 
masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 
16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia 
itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
34
 
 Menurut Sugiri sebagaimana yang diikuti dalam buku karya Maidi Gultom 
mengatakan bahwa” selama ditubunya masiberjalan proses pertumbunhan dan 
perkembangan,anak itu masih mnejadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses 
perkembangan bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai,jadi batas 
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umur anak-anak adalah sama dengan pemulaan menjadi dewasa,yaitu 18tahun 
untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki. 
35
 
 Dari beberapa pengertian dan batasan umuranak sebagaimana tersebut 
diatas yang cukup bervariasi tersebut,kiranya menjadi perlu untuk menentukan 
dan menyepakatibatasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tiak 
terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam 
lingkup undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang 
Perlindungan Anak sendiri diterpkan bahwa anak adalah seseorang yang belum 
mencapai usia 18 tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan,dan belum 
pernah menikah. 
2. Upaya Perlindungan Terhadap Anak 
 Dalam pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan 
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi 
manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh 
hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak sejak dalam 
kandungan, berhak untuk hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 
 Menurut pasal 58 ayat 1, setiap anak berhak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, 
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 Setiap orang tua tentunya tidak ingin anaknya menjadi korban kekerasan 
seksual dan apabila kelak dewasa menjadi seseorang pedofil. Untuk mencegah 
hal-hal yang menakutkan itu terjadi, tentunya para orang tua harus memiliki 
pengetahuan tentang bagaimana caranya mereka menjaga dan melindungi anak-




 Dan yang harus dilakukan jika anak mengalangi kekerasan seksua, tidakan 
pertama jangan memarahi sang anak. Berikan dia perlindungan kasih sayang 
kepada anak. Anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan dukungan dan 
pertolongan bisa diselamatkan dan dipulihkan mentalnya. Selain itu, anak akan 
tumbuh tanpa gangguan mental atau masalah serius. Tindakan selanjutnya, segera 
membawa anak untuk memperoleh pengobatan secara medis, melaporkan 
peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan meminta lembaga perlindungan 
anak atau lembaga lainnya untuk membantu anak menyembuhkan lukanya dari 
peristiwa tersebut. 
F. Tinjauan Terkait Dengan Persetubuhan (Seks) 
 Persetubuhan merupakan suatu bentuk kejahatan seksual. Seksualitas 
berasal dari kata “Seks” dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai 
: Jenis kelamin, sesuatu yang ada kaitannya dengan alat kelamin, seperti 
senggama. 
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 Pandangan masyarakat awam mengenai persetubuhan seringkali 
menyamakannya dengan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dalam perspektif 
hukum, hal tersebut sangatlah berbeda. Dimana jika tindakan tersebut dilakukan 
dengan cara mengancam, atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan 
badan, hal tersebut yang dimaksud sebagai tindak pidana pemerkosaan, sedangkan 
jika perbuatan dilakukan dengan cara di iming-imingkan sesuatu atau dirayu 
untuk melakukan hubungan badan, itulah yang disebut degan persetubuhan. 
 Dalam rumusan KUHP menurut zainal Abidin Farid, persetubuhan 
diartikan sebagai suatu tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat 
kelamin perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan.
38
 
 Seks sebagai syarat kehidupan merupakan fitrah biologis yang berlaku 
dalam kehidupan manusia, seperti halnya yang dikatakan oleh Arnold J.Toynbee 
bahwa semua jenis spesies yang mempertahankan kehidupannya dengan cara 
memproduksi diri bekerjasama diantara dua anggotanya yang berlawan jenis 
kelamin, yang secara tidak langsung menguntugkan individu-individu itu, tetapi 
memberikan jasa bagi spesiesnya untuk menjaga dari kepunahan.
39
 
 Seks memang merupakan kebutuhan biologis yang dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam melanjutkan tumbuh dan berkembangnya namun ada beberapa 
orang yang menyalahgunakan mengenai seks tersebut, seperti halnya seks bebas.
40
 
Seks bebas adalah perbuatan keji yang dilarang oleh agama islam. Perbuatan seks 
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akan menjatuhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini berakibat 
merendahkan martabat pelaku dihadapan masyarakat dan dihadapan Allah SWT. 
Allah melarang umat islam mendekati perbuatan zina, mengingat perbuatan ini 




 Dalam Al-Quran tidak ada sama sekali yang membenarkan mengenai 
hubungan perzinahan. Karena zina dalam hukum islam adalah tindak pidana 
hudud, yang merupakan salah satu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang 
buruk, yang dijelaskan dalam QS:Al-Isra/17:32 : 
 
ٰنٓيِاِنَّٗهَِكاَنِفَاِحَشةًَِۗوَسۤاَءَِسبِْيًًلِ﴿اإلسراءِ:ِ ﴾۲۳َوََلِتَْقَربُواِالزِّ  
Terjemahannya : 
“Dan janganlah kamu mendekati zina;sesungguhnya zina itu adalah suatu 




 Al-Quran sudah menjelaskan bahwa seks bebas adalah suatu jalan yang 
buruk, berarti seks bebas ini memiliki arti yang berdampak negatif yang sangat 
membahayakan bagi semua orang karena akan terjangkit penyakit Acquired 
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A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Polres Gowa. 
Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab terdapat beberapa data yang bisa 
dijadikan bahan kajian terhadap peranan kepolisian dalam menanggulangi 
kekerasan seksual terhadap anak. 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan cara 
memperoleh dan mengumpulkan data yang mempunyai hubungan dengan materi 
yang akan diselesaikan dalam skripsi ini.  
C. Sumber Data Penelitian 
Adapun sumber data dari penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara lagsung dari wawancara yang 
dilakukan langsung kepada narasumber. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder berupa semua data yang berhubungan dengan kajian yang 
dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan sebelumnya, baik berupa 
buku, jurnal, artikel-artikel, situs-situs internet, dan data lain yang terjadi 





D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Wawancara  
Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara 
langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui pendapatnya. Wawancara 
akan dilakukan kepada narasumber yang sesuai dengan materi skripsi ini.  
2. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 
pengambilan gambar saat proses penelitian sedang berlangsung. Dokumentasi 
lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer. 
E. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data 
1. Teknik Pengelolaan 
Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah: 
a. Reduksi data yang merupakan proses untuk mengubah suatu data dalam bentuk 
pola, fokus, ataupun pokok-pokok permasalahan tertentu. 
b. Penyajian data yang merupakan betuk penampilan data dengan cara 
memasukkan data sesuai dengan yang diinginkan seperti memberikan 
penjelasan dan analisis. 
c. Pengambilan keputusan yang merupakan metode mencari kesimpulan atas 
suatu data yang direduksi dan disajikan. 
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2. Analisis Data 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif  kualitatif  
yaitu teknik pengelolaan data diajukan dengan cara pendeskripsian hasil dari 
sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan menjelaskan, menguraikan 






















BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Saya melakukan penelitian pada Polres Gowa. Polres Gowa sendiri berada 
di daerah Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa yang berada pada 119 3773‟ bujur 
barat dan 120 0317‟ bujur timur, 5 0829‟ lintang utara dan 5 5773‟ lintang selatan  
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 KM yang berbatasan dengan 7 
Kabupaten/Kota, yaitu : Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan 
Kabupaten maros. Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten sinjai, 
Bulukumba dan Bantaeng. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 
Takalar dan Jeneponto. Dan disebelah Barat berbatas dengan Kota Makassar. 
Adapun sebanyak 39 daerah yang cukup bagus untuk dikembangkan dan 
direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum utamanya pertanian tanaman 
pangan semusim dan pengembangan kawasan non pertanian seperti pemukiman, 
perkantoran dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak 
leluasa lainnya dan daerah yang kurang leluasa untuk dikembangkan merupakan 
daerah yang direkomendasikan sebagai kawasan budi daya terbatas umumnya 
pertanian. Ada pun wilayah yang tidak layak dikembangkan maka 
direkomendasikan sebagai kawasan lindung. Adapun daerah yang cukup leluasa 
untuk dikembangkan sebagian besar berada di dataran Sungguminasa-Takalar, 
sedangkan yang tidak layak menempati daerah di sekitar puncak perbukitan dan 
pegunungan terjal, sempa dan sungai, waduk / danau dan mata air. Dari total luas 
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wilayah Kabupaten Gowa sebanyak 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 
40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, bungaya 
Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang 
sebagian besar pada dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa yang dilalui oleh 15 
sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan 
untuk pengairan. 
 Kepolisian Resort Gowa atau disingkat dengan Polres Gowa merupakan 
pelaksana tugas polri di wilayah Kabupaten Gowa. Polres Gowa merupakan 
satuan Kewilayahan polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tuas 
utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, 
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di 
seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa. 
Dalam kesehariannya, Polres Gowa dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian 
Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh wakil 
kepala Kepolisian Resort Gowa yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Gowa 
membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fingsi 
kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada dibawah jajaran Polres 
Gowa antara lain, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan 
Intelkam, Satuan Lalu Lintas, Satuan Sabhara, Bagian Humas, dan Propam. 
B. Peranan Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi 
Kekerasan Seksual Terhadap Anak 
 Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering 
terjadi di masyarakat, karena anak tidak memiliki kemampuan dalam melakukan 
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perlawanan. Kejahatan terhadap anak terbagi dalam beberapa delik, diantaranya 
pencabulan, pemerkosaaan, pelecehan, dan perzinahan. 
 Anak merupakan aset yang sangat berharga sebagai suatu sumber daya 
manusia yang orientasinya sebagai penerus cita-cita bangsa yang seharusnya 
dilindungi dan dilakukan pembinaan yang positif dalam rangka menjamin 
pertumbuhan fisik, mental, dan psikologis dari anak. 
 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disini perlunya peranan dari 
kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap 
anak.Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, 
kita semua sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Negeri ini mempunyai 
fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, 
penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara 
ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan 
terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para 
anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. 
Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dan kesempatan, jika kesempatan 
tersebut bisa dihilangkan maka kejahatan pun bisa diminimalisir.  
 Arus kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, seperti halnya 
kejahatan seksual terhadap anak yang bisa terjadi dimana saja. Maka dari itu 
peranan kepolisian sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang 
telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk 
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meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung 
jawab kepolisian itu sendiri. 
 Berdasarkan peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan 
Anak (Unit PPA), yaitu : 
Pasal 3 
“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap 
perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum 
terhadap pelakunya". 
 
Pasal 4  
Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum 
b. Penyelenggaraan penyelidikan dan tindak pidana 
c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait 
Pasal 6 
1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan 
perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap 
pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) 
2. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, non pemerintahan 
dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak 
yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap korban 
pelakunya 
3. Lingkungan Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, 
yaitu : Perdagangan manusia, kekerasan baik secara umum maupun dalam 
rumah tangga, asusila (pemerkosaan, pelecehan, dan pencabulan), perjudian 
dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering 
dari hasil kejahatan tersebut diatas, perlindungan terhadap anak baik sebagai 
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korban ataupun tersangka, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain 
dimana pelaku atau korbannya adalah perempuan dan anak. 
 
 Dalam hasil wawancara saya kepada Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan 
Anak (PPA) di Polres Gowa, saya mendapat beberapa data terkait dengan 
kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebagai berikut : 
a. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak 
 Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, 
adalah sebagai berikut : 
a. Faktor Pendidikan dan Ekonomi Yang Rendah 
Rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan 
dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah melakukan suatu 
tindakan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Tetapi rendahnya 
pendidikan belum tentu menjadi faktor utama seseorang melakukan kejahatan, 
karena pendidikan yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi yang 
rendah juga, dimana ekonomi itu sendiri juga merupakan salah satu faktor 
penyebab seseorang melakukan kejahatan. 
b. Faktor Lingkungan  
Kejahatan seksual yang terjadi merupakan tindakan manusia terhadap 
manusia lainnya. Dari hasil penelitian saya, faktor lingkungan juga berperan akan 
timbulnya kejahatan seksual karena jika lingkungan sekitarnya memperlihatkan 
contoh yang tidak baik maka akan dengan mudah juga anak terpengaruh dengan 
lingkungan sekitarnya. 
c. Faktor Keluarga 
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Faktor keluarga juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, 
karena jika seorang anak besar dari keluarga yang Broken Home tentunya 
membawa pengaruh besar terhadap anak tersebut. Kesibukan orang tua akan 
pekerjaan dengan menelantarkan seorang anak dan tidak mendapat didikan secara 
maksimal yang membuat anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. 
d. Kurangnya Pemahaman Tentang Agama 
Faktor ini sangat penting dalam mempengaruhi kejiwaan dan perilaku 
seseorang, karena faktor keaatan terhadap agama paling berperan dalam 
kehidupan seseorang. Semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya maka 
semakin dekat pula seseorang melakukan kejahatan. 
e. Faktor Pergaulan Bebas 
Faktor yang satu ini juga sangat sering terjadi karena jika seorang anak 
sangat keseringan keluar atau pulang ke rumah hingga larut malam, bergaul 
dengan lawan jenis tanpa adanya batasan, penyalahgunaan internet dengan 
megakses konten yang tidak sepantasnya, berpenampilan yang terlalu terbuka, 
keseringan bergaul dengan teman yang sering minum minuman beralkohol, dan 
sering bolos sekolah menjadi faktor seorang anak melalukan atau menjadi korban 
tindak kekerasan seksual. 
f. Dampak Yang Ditimbulkan Setelah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual 
 Kekerasan Seksual merupakan kasus yang sangat serius, kekerasan seksual 
terhadap anak akan berdampak panjang ketika anak telah menjadi korban dari 
kasus tersebut. Selain akan berdampak pada masalah kesehatan, anak juga bisa 
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mengalami trauma berkepanjangan. Trauma akibat dari kekerasan seksual bisa 
mengganggu jiwa seorang anak serta hilangnya kepercayaan diri pada sang anak. 
 
g. Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Tahun 2017-2019 
NO. TAHUN JUMLAH KASUS 
1. 2017 6  
2. 2018 11 
3. 2019 17 
 TOTAL  34 
Tabel I : Sumber data kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2017-2019 di 
Unit PPA Polres Gowa 
 
 Dari beberapa data yang saya dapatkan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya, tidak 
hanya itu kekerasan seksual terhadap anak juga bisa berdampak serius terhadap 
psikis seorang anak. 
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 Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan 
menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah penegakan hukum. 
Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh 
anggota kepolisian. Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap 
korban kekerasan seksual adalah melalui pencegahan dan pemberantasan 
kekerasan seksual akan tetapi didalam melakukan penanganannya kepolisian 
memiliki prosedur khusus karena pencegahan dan pemberantasan kekerasan 
seksual terhadap anak beda penanganannya dengan orang dewasa karena 
                                                             
 
43
Aiptu Hasmawati, Kanit PPA Polres Gowa, Wawancara, 04 Agustus 2020 
42 
 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Anak. 
 Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, 
maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu 
Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif. 
 Tindakan Preventif dapat dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan 
atau penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang 
menjadi sebab akibat kejahatan. Perkembangan studi tentang sebab-sebab 
kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian 
lapangan dan sistem moralistik melalui penerangan dan penyebarluasan 
dikalangan masyarakat untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar 
dapat terhindar dari niat jahat.  
 Tindakan Respresive suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi 
penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang 
terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi 
yang sesuai dengan pelanggarannya. 
 Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten 
Gowa dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui tindakan preventif ialah 
Sosialisasi dan penyuluhan keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang 
berada di Kabupaten Gowa dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan 
sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian 
tahun ajaran baru. Kemudian kepolisian juga melakukan pelatihan dan seminar 
terkait tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan seminar rutin diadakan 
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setiap setahun sekali. Serta melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gowa dan beberapa Lembaga lainnya untuk melakukan pendataan 
ditempat penginapan yang diadakan setiap setahun sekali yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. 
 Sementara tindakan respresive yang dilakukan oleh kepolisian di 
Kabupaten Gowa ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan 
penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana 
kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal begi pelaku tindak 
pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang didalam Pasal 281 
sampai Pasal 301 KUHP Tentang Kekerasan Seksual. Kemudian melakukan 
kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan kesekolah-sekolah yang 
ada di Kabupaten Gowa dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gowa dibantu oleh satuan polisi pamog praja dengan turun langsung 
kelapangan memeriksa beberapa ruangan dan menggeleda tas milik siswa dan 
siswi juga memriksa saku baju dan celana para siswa dan siswi  serta memeriksa 
HP para siswa dan siswi untuk mengecek gambar dan video porno dengan 
bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk kekerasan seksual. 
 Sedangkan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu : 
a. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan – penyimpangan. 
b. Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan 
preventif maupun tindakan respresif. 
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c. Meningkatkan ketangguhan moral serta profisionalisme bagi para 
pelaksaan penegak hukum. 
 Namun demikian, efektifitas kejahtan hanya mungkin dapat dicapai 
dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara kesadaran dan ketertiban yang 
nyata.  
C. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan 
Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak 
 Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, 
polisi harus selalu bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan 
masyarakat namun juga harus tegas dan berwibawa. Dalam menjalankan tugas 
pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, pihak kepolisian juga 
mendapat beberapa hambatan. Hambatan yang dialami dalam menangani tindak 
pidana kekerasan seksual terhadap anak pada prinsipnya terletak pada anak atau 
individu tersebut serta didalam tayangan pada beberapa media massa juga sering 
menayangkan sinetron anak sekolah yang masih dibawah umur sudah berpacaran, 
dari tayangan itulah seorang anak bisa mengenal yang namanya pacaran sehingga 
bisa membawa anak tersebut melakukan kekerasan seksual. 
 Hal ini juga terungkap dari beberapa kasus, media sosial dan Lingkungan 
sang anak yang juga merupakan salah satu dimana anak dapat diperdaya dengan 
segala tipu muslihat dan biasanya pelaku tersebut juga dari kalangan anak-anak 
yang masih dibawah umur yang dilakukan oleh temannya sehingga dengan mudah 
melayani apa yang diminta dari pelaku, baik dari percakapan teks, gambar, video 
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maupun pembicaraan melalui telepon, ditambah lagi dengan banyak orang tua 
yang membiarkan anaknya memakai alat komunikasi. 
 Hambatan lain yang dialami oleh kepolisian dalam upaya mencegah dan 
menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, terletak pada kurangnya edukasi 
dini dari orang tua yang merupakan poin terpenting dalam membentuk 
kepribadian sang anak. Selain itu juga kepolisian terkendala ketika si pelaku 
mengetahui dirinya bahwa telah dilaporkan oleh korban dan melarikan diri dari 
tempat tinggalnya. Kepolisian juga memiliki hambatan lain diantaranya kurang 
mendapatkan informasi tentang pelaku kekerasan seksual karena biasanya 
informasi yang diberikan oleh kerabat pelaku dan korban sangat berbeda. 
Masyarakat juga masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau 
yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah  yang hingga saat ini masih 
dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus-
kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi.
44
 Tidak sedikit 
dari anak yang mengulangi perbuatannya itu karena merasa ketagihan bahkan 
tidak sedikit pula seorang anak perempuan yang memiliki pacar atau teman laki-
laki lebih dari satu sehingga sering melakukan seks pranikah secara bergantian 
padahal hal tersebut sangatlah beresiko bagi anak perempuan tersebut misalnya 
bisa saja dia tertular HIV atau PMS (Penyakit Menular Seksual). 
Kepolisian Kabupaten Gowa sulit untuk melakukan pencegahan serta 
pengawasan akan tetapi Unit PPA saat ini terus berusaha mencegah dan 
menanggulangi kekerasan seksual dengan bekerjasama dengan beberapa 
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lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan untuk mengurangi 



























1. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual 
terhadap anak, pihak kepolisian lebih tegas meberikan efek jera terhadap 
pelaku  dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman 
lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak terhadap kekerasan seksual 
terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian 
yaitu tindakan Preventif dan tindakan Respresif. Tindakan Preventif yang 
dilakukan oleh kepolisian ialah Sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan 
seminar keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di 
Kabupaten Gowa dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan 
sebagai upaya mencegah kekerasan seksual. Tindakan respresive yang 
dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Gowa ialah dengan penegakan 
hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya 
menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi 
yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan 
Undang-Undang yang berlaku. 
2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi 
kekerasan seksual terhadap anak ialah faktor media sosial yang dimana 
kebanyakan anak dibawah umur menyalahgunakan fungsi dari media sosial 
tersebut, sehingga anak  dapat di perdaya dengan segala tipu muslihat dan 
mengalami kekerasan seksual.  Hambatan lain juga terletak pada kurangnya 
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edukasi dini dari orang tua yang dimana peran orang tua merupakan poin 
terpenting dalam membetuk kepribadian sang anak. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Hendaknya aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Kepolisian 
Kab.Gowa yang menangani langsung tentang permasalahan hukum perlu 
lebih meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan 
mendapatkan hasil yang maksimal. 
2. Kepolisian harus terus membina masyarakat tentang pentingnya 
perlindungan terhadap hak-hak anak, baik anak yang menjadi korban 
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